
bahwa untuk mengurangi risiko kematian dan
kesakitan jemaah haji Indonesia perlu diberikan
pelayanan kesehatan di embarkasi, debarkasi, dan
rumah sakit rujukan haji, serta selama dan setelah

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hurufa, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelayanan

Undang Nomor2 Tahun 1962 tentang
ara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1962Nomor 3, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2475);

Undang Nomor4 Tahun 1984 tentang
Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20,

an Negara Republik Indonesia

Undang Nomor29 Tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik
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Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik IndonesiaNomor 5063);

Undang Nomor44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik IndonesiaNomor 5072);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991
tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit
Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor3447);

Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 tentang
Penyelenggaraan UrusanHaji sebagaimana telah

ngan Keputusan Presiden Nomor
119 Tahun 1998 tentang Perubahan Kedua Atas
Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 tentang
Penyelenggaraan Urusan Haji;

Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002
tentang PenyelenggaraanIbadah Haji dan Umrah

telah diubah dengan Keputusan
Menteri Agama Nomor 393 Tahun 2006 tentang
Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor
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PERATURAN MENTERIKESEHATAN TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN HAJI.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini yang dimaksud dengan:

Pelayanan Kesehatan Haji adalah pemeriksaan, perawatan, dan

Jemaah Haji adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam
yang telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai

Embarkasi adalah tempat pemberangkatan dan keberangkatan
Jemaah Haji, sesuai ketetapan Menteri Agama.

Embarkasi Antara adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji
sebelum keberangkatannya di Embarkasi,sesuai ketetapan Menteri

Debarkasi adalah tempat kedatangan Jemaah Haji, sesuai ketetapan
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masa penyelenggaraan fungsi layanan
kedatangan Jemaah Haji dari Arab Saudidi luar masa operasional

Pelayanan Kesehatan Haji bertujuan untuk memberikan pemeriksaan,
perawatan, dan pemeliharaan kesehatan JemaahHaji yang sebaik-baiknya

ui sistem dan manajemen penyelenggaraan terpadu dalam rangka

Kementerian Kesehatan bertanggungjawabdalam pelaksanaan tugas
pembinaan dan pelayanan kesehatan Jemaah Haji, baik pada saat

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksudpada ayat (1) harus selalu
ditingkatkan kualitasnya dari waktu kewaktu dan memberikan
dukungan operasional kesehatan denganmenyediakan pelayanan

ng membutuhkan di Embarkasi,
Debarkasi, dan Rumah Sakit Rujukan Haji,serta selama dan setelah
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Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Bidang Kesehatan Embarkasi dan

Pelayanan rawat sehari diberikan bagi Jemaah Haji dalam rangka
kasus tertentu yang masih

Dalam hal terjadi kegawatan medik pada Jemaah Haji saat perjalanan
dari asrama haji ke bandara keberangkatan atau dari bandara
kedatangan ke asrama haji, Jemaah Hajitersebut dapat dirujuk ke

Tenaga kesehatan pada Embarkasi atau Debarkasi yang menangani
sebagaimanadimaksud pada ayat (1)

bertanggungjawab atas administrasi klaim rujukan.

Pemeriksaan laboratorium dan penunjang dilaksanakan untuk penegakan
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Akses layanan Jemaah Hají yang sakit pada Rumah Sakit Rujukan Haji
hanya berlaku bagi Jemaah Hají yang masihdalam pengelolaan atau
tanggung jawab Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Bidang
Kesehatan Embarkasi dan Debarkasi yangdibuktikan dengan surat

rawat inap pasien ditentukan paling lama 14 (empat
belas) hari terhitung sejak masuk rumah sakit.

Dalam hal pasien mendapatkan pelayananrawat inap lebih dari 14
(empat belas) hari, maka Kementerian Kesehatan hanya membayar

) hari dan sisanya menjadi tanggung

Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
tingginya di ruang perawatan kelas II (dua), sesuai dengan

tarif rumah sakit rujukan haji yang berlaku.

ginkan dirawat di kelas perawatan yang lebih tinggi
maka selisih biaya perawatan menjadi tanggung jawab pasien.
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Rumah Sakit Rujukan Haji harus menginformasikan pasien yang telah
diperbolehkan pulang oleh dokter yangmerawat kepada Panitia

dang Kesehatan Embarkasi dan

Transportasi Jemaah Haji rujukan dari Embarkasi dan Debarkasi,
termasuk Embarkasi Antara dan Debarkasi Antara ke Rumah Sakit
Rujukan Haji atau sebaliknya dapat dilakukan oleh Rumah Sakit

nggara Ibadah Haji (PPIH) Bidang Kesehatan

PELAYANAN KESEHATAN PASCAOPERASIONAL

Jemaah Haji pasca rawat dari rumah sakit di Arab Saudi yang di
pulangkan ke Indonesia pada masapasca operasional dan

awatan di rumah sakit, dapat dirujuk ke Rumah Sakit

Kantor Kesehatan Pelabuhan berwenang dalam pengurusan rujukan
Jemaah Haji yang sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
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itan denganpelayanan kesehatan haji
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampaidengan Pasal 19 menjadi

Dana penggantian atau klaim dibayarkan untuk pelayanan kesehatan
dan Rumah Sakit Rujukan Haji

sesuai besaran tarif pelayanan yang berlaku pada fasilitas pelayanan
kesehatan daerah setempat yang ditetapkan berdasarkan Peraturan

Dalam hal belum ada Peraturan Daerahsetempat tentang tarif
uk jenis pelayanan tertentu, maka besaran tarif

ditentukan menurut Keputusan Kepala Dinas Kesehatan setempat.

Perhitungan dana penggantian atau klaim mengikuti ketentuan
undangan bidang keuangan yang berlaku.

dukung dana penggantian atau klaim harus
disimpan untuk bahan pemeriksaan oleh aparat pemeriksa fungsional.
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Pembinaan dan pengawasan Pelayanan Kesehatan Haji diarahkan untuk
meningkatkan kinerja petugas kesehatan hajidalam rangka menjamin

an ini mulai berlaku, Keputusan
Menteri Kesehatan Nomor 1457/MENKES/SK/X/2010 tentang Petunjuk
Teknis Pelayanan Kesehatan Bagi Jemaah Haji Pada Embarkasi/Debarkasi
dan Rumah Sakit Rujukan Haji serta Daftar Rumah Sakit Rujukan Haji

Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Ext 84709

Dokumen Pendukung yang dilampirkan adalah sebagai berikut:

Untuk penyelenggara kesehatan haji di Embarkasi/ Debarkasi:

ekapitulasi pelayananjemaah sakit menurut jenis

elayanan di Embarkasi/Debarkasi yang ditandatangani

Ketua Tim Penyelenggaraan Kesehatan Haji Embarkasi/

sebanyak 2 (dua) rangkap, sebagaimana tercantum

terlampir.

uitansi penagihan biaya perawatan sebanyak 2

rangkap (1 asli dan 1 fotokopi) sesuai formulir 4 terlampir.

kas pendukung (rekampelayanan/bukti rujukan/

catatan penggunaan obat dan bahan habis pakai).

Resume riwayat penyakit dan tindakan serta terapi pasien.

Dokumen referensi tarif pelayanan kesehatan yang berlaku.

ekapitulasi pelayananjemaah sakit menurut jenis

pelayanannya di Rumah Sakityang ditandatangani oleh

dan Kepala Dinas Kesehatan setempat
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lambatnya dalam 20 hari kalender sejak selesainya masa

sakit masa operasional Debarkasi diterima

lambatnya dalam 20 hari kalender sejak selesainya masa

operasional diterima selambat-

jemaah bersangkutan berakhir.

Berkas Klaim yang diterima setelah waktu yang ditentukan akan

direalisasikan pada tahapan verifikasidan atau tahun anggaran

Seluruh klaim yang diajukan dinyatakanbelum pernah di klaim pada

program penjaminan biaya apapun lainnya, tidak ada klaim ganda dan

tidak pernah dibayarkan oleh pasien atau keluarga yang bersangkutan.

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH
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o. 219

6941343

Medan (MES)

Jl. RS Haji MedanEstate
Telp. (061) 6619520

Medan (MES)

17 Medan
8360381

Medan (MES)

Jl. Cirebon No. 8 Teluk

61637

Padang (PDG)

Jl. Perintis Kemerdekaan,

32373

Padang (PDG)

Jl. M. Yamin Pariaman
91428

Padang (PDG)

Jl. Mayor (L) Memet
Sastrawirya No. 235

710142

713111

Palembang
(PLM)
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Telp. (021)5506068Gede (JKG)

Jl. Raya Pondok Gede

Telp. (021) 8000693

Jakarta–Pondok
Gede (JKG) dan
Jakarta–Bekasi
(JKS)

Kab. Tangerang Banten
Jl. A. Yani No.9 Tangerang
Telp. (021) 55122946

Jakarta–Pondok
Gede (JKG)

Jl. Baru Sunter Permai
Raya Jakarta Utara

Telp. (021) 6401411

Jakarta–Pondok
Gede (JKG) dan
Jakarta–Bekasi
(JKS)

Jl. Diponegoro No.71
Jakarta 10430 Kotak Pos

3918301

3148991

Jakarta–Pondok
Gede (JKG) dan
Jakarta–Bekasi
(JKS)

Jl. Persahabatan Raya No.1

4891708-

4711222

Jakarta–Pondok
Gede (JKG)
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8841005 (JKS)

marang
3543424

Solo (SOC)

Jl. Kol Sutarto 132,

(0271) 634634

Solo (SOC)

Jl. Tentara Pelajar, Solo

(0271) 780050,

Solo (SOC)

Jl. Jend. A. Yani Pabelan

714458

Solo (SOC)

Jl. Kesehatan No.1 Sekip

Telp. (0274) 631190

Fax. (0274) 565639

Solo (SOC)
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(0370)6162145

Jl. Pejanggik 6 Mataram

Telp. (0370)623876

Mataram (MTR)

Jl. Trisakti TimurNo.5
Pelabuhab Trisakti
Banjarmasin 70119

Telp. (0551)3353948,

Banjarmasin
(BDJ)

mad Yani 79

Telp./Fax. (0511) 252229

Banjarmasin
(BDJ)

Jl. Palang Merah 2Banjar

Telp. (0511) 772380

Banjarmasin
(BDJ)

Jl. Menteri 4 Martapura
Telp. (0511) 721486,

Banjarmasin
(BDJ)

Jl. Gubernur Syarkawi KM
Kabupaten

Banjarmasin
(BDJ)
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Telp. (0411) 584677;

Jl. Perintis Kemerdekaan
Km.14, Makassar

(0411) 510016

Makassar (UPG)

Jl. Letjen Mappaodang

Telp. (0411) 872514

Makassar (UPG)

Jl. Ratulangi No.81

(0411) 872120

Makassar (UPG)

Jl. Dg. Ngeppe 14Makassar
(0411) 856091

Makassar (UPG)

Jl. L. Pasewang No.34

Telp. (0411) 873120

Makassar (UPG)

Jl. Mayor Dullah No.96

(0435)822816,

Gorontalo (GTO)
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MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ENDANG RAHAYUSEDYANINGSIH
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Zolaiha, SKM, MPHM (Pusat Kesehatan Haji)

Aryani Dwi Hartanti, S.Si., Apt (Pusat Kesehatan Haji)

Roedi Hariyanto, SKM, M.Si (Pusat Kesehatan Haji)

dr. Enny Nuryanti (Pusat Kesehatan Haji)

dr. Ade Irma Rosiani (Pusat Kesehatan Haji)

dr. AlGhazali Samapta (Direktorat Bina Upaya Kesehatan

dr. Ady Iswadi Thomas (Direktorat Bina Upaya Kesehatan

dr. Vika Wahyudi Anggiri (Direktorat Bina Upaya Kesehatan

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH
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No Rekening Atas Nama

) rangkap (asli1, fotocopy 2)

Asli berkas pendukung (faktur/bukti rujukan/permintaan pemeriksaan penunjang/catatan

Resume riwayat penyakit serta terapi pasien (khusus pasien rawat inap)

Dokumen referensi tarif pelayanan kesehatan yang berlaku

…………………………….., 20………..

Ketua Tim Penyelenggaraan Kesehatan Haji

Embarkasi/Debarkasi/Direktur Rumah Sakit ...

………………………………………..

NIP……………………………………
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